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Gubernur Sulsel Tegaskan Tidak Ada Pelonggaran Aturan 

PSBB 

 Sabtu, 16 Mei 2020 15:28 

Editor: Adi Mirsan 
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FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Hari ini, Sabtu (16/5/2020) 

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di 

Kota Makassar memasuki hari ke sembilan. Setelah ditetapkan 

pada  

Jumat (8/5/2020) dan akan berakhir pada 22 Mei mendatang. 

Kendati demikian beberapa fasilitas umum mulai beroperasi 

termasuk mal yang digadang-gadang akan buka dalam waktu 

dekat guna memitar roda perekonomian nampaknya ditepis oleh 

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. 

Menurutnya tidak ada pelonggaran selama masa PSBB jika angka 

penyebaran Covid-19 belum menurun dan belum adanya 

informasi yang kongkrit terkait kebijakan memberi izin mall 

untuk buka. 

“Saya tegaskan sekali lagi, pelonggaran PSBB tidak akan kita 

lalukan jika tren peningkatan pasien Covid-19 masih sangat 

terjadi,” ucap mantan Bupati Kabupaten Bantaeng, Sabtu 

(16/5/2020). 

Menurutnya pembatasan sosial tetap akan berlaku jika berpotensi 

menimbulkan kerumunan orang banyak yang bisa menjadi salah 

https://fajar.co.id/tag/pelonggaran-psbb/


 

 
 

satu pemicu terjadinya penyebaran Covid-19. Meskipun diketahui 

ada beberapa usaha yang tetap beroperasi selama PSBBB seperti 

usaha kebutuhan bahan pokok, alat kesehatan dan lain 

sebagainya. 

“Saya juga ingin meluruskan pemberitaan mengenai mal di 

Makassar yang akan dibuka. Hal ini masih dalam kajian dan 

belum ada keputusan konkrit, apalagi Makassar sementara 

PSBB,” ungkap Nurdin dalam keterangan perbelanjaan modern 

agar menghindari yang namanya pekerja dirumahkan atau di 

PHK. Terlebih bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan. 

“Ini mengingat usaha mereka sudah tutup hampir dua bulan dan 

berdampak terhadap banyaknya karyawannya,” terang Nurdin 

Abdullah. (anti/fajar) 

 

 

 

 

 

 

Tegas! Gubernur Sulsel: Mal Ditutup 

 Kamis, 28 Mei 2020 20:21 

Editor: Edy Arsyad 
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rapat koordinasi bersama Forkompinda, pelaku usaha, MUI Sulsel dan seluruh OPD terkait 

lingkup Pemprov Sulsel. 

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Gubernur Sulsel,HM Nurdin 

Abdullah menegaskan fasilitas umum seperti mal masih ditutup 

sampai ada kebijakan pusat untuk diperbolehkan. Pasalnya, saat 

ini semua sudah satu garis komando yakni sesuai aturan 

Pemerintah Pusat. 

“Nggak, nggak (mal), tadi sudah dipertegas. Tidak ada kebijakan 

daerah kebijakan pusat kita satu komando,” tegas Nurdin 

Abdullah, di Posko Covid-19 Manunggal, Kamis sore 28 Mei 2020. 

Penegasan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama 

Forkompinda, pelaku usaha, MUI Sulsel dan seluruh OPD terkait 

lingkup Pemprov Sulsel. 

Gubernur dan Forkopimda mengumpulkan GM Mal, PD Pasar, 

Perhotelan dan Restoran dan pelaku usaha lainnya agar 

https://fajar.co.id/tag/gubernur-sulsel/
https://fajar.co.id/tag/nurdin-abdullah/
https://fajar.co.id/tag/nurdin-abdullah/
https://fajar.co.id/tag/nurdin-abdullah/
https://fajar.co.id/tag/nurdin-abdullah/


 

 
 

masyarakat Sulsel tidak panik dan dunia usaha gelisah dengan 

kebijakan pemerintah. 

“Makanya tadi kita kumpulkan, kita kan tidak ingin melakukan 

sesuatu di lapangan yang akan membuat masyarakat panik, dunia 

usaha menjadi gelisah. Sehingga kita undang, itulah cara-cara 

persuasif yang kita lakukan bersama bapak Panglima Kodam, 

Kapolda dan seluruh Forkompinda,” urainya. 

Dirinya mengaku, semua pihak sudah dijelaskan bagaimana 

tahapan serta fase-fase, jika Sulsel masuk dalam skenario uji 

kehidupan normal atau new normal life. 

 

 

 
 

 

 

Gubernur Tegur PJ Walkot Tak Serampangan Keluarkan 

Kebijakan 

 Selasa, 26 Mei 2020 10:12 

Editor: Redaksi 
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Gubernur Sulsel H Nurdin Abdullah. 

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Gubernur Sulsel Nurdin 

Abdullah memberikan teguran keras ke PJ Walkot Yusran Yusuf 

agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan ditengah 

pandemic covid-19. 

Kebijakan Yusran Yusuf yang membolehkan digelarnya resepsi 

pernikahan, ditengah kampanye Pempov Sulsel meminta warga 

beraktifitas dirumah saja sangat berisiko. 

Menurutnya, kebijakan PJ Walkot tersebut sangat tidak populis, 

dan sebaliknya justru akan merugikan masyaraka  

“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap dirumah 

saja, justru PJ Walkot membolehkan masyarakat berkumpul di 
luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. 

Keputusan ini terlalu dini, dan tidak mempertimbangkan 

dampaknya,” ujarnya. 



 

 
 

Nurdin Abdullah menuturkan, seharusnya PJ Walkot 

berkordinasi dengan Pemprov Sulsel dalam setiap keputusannya. 

Apalagi ini menyangkut keselamatan banyak orang. 

Membuka ruang resepsi pernikahan dibolehkan, sama saja 

memberi ruang penyebaran covid-19. 

 “Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran covid-

19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang 

sudah jalan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol 

melakukan itu. Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para 

tim medis yang sudah bekerja keras, mereka rela meninggalkan 

keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-

19,”paparnya. 

Untuk itu, Nurdin meminta PJ Walkot yang mengeluarkan 

kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan. (rls) 

 

 

 

 

 

 

Besok Siang Prof Yusran Dilantik sebagai Pj Wali Kota 

Makassar Gantikan Iqbal Suhaeb 

Selasa, 12 Mei 2020 23:26 



 

 
 

 

DOK HUMAS SETPROV SULSEL 

Ketua TGUPP Sulsel Prof Yusran Yusuf, Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, dan anggota TGUPP 

Ariady Arsal.  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Dekan Fakultas 

Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof Yusran Yusuf baru 

menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Balitbangda) Sulsel selama 76 hari. 

Tepat Rabu (26/2/2020) lalu ia dikukuhkan dan diambil sumpahnya 

oleh Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani di ruang Rapat 

Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar. 

Siapa sangka, Prof Yusran kembali dilantik dengan jabatan baru, 

sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, menggantikan M Iqbal 

Suhaeb. 

"SK Kemendagri (Sebagai Pj Wali Kota) itu diteken 11 Mei. Saya 

dapat info jam 9 malam tadi. Pak Gub yang infokan. Saya disuruh 

mempersiapkan diri untuk dilantik," kata Prof Yusran yang 

dihubungi, Selasa malam. 

Rencananya SK tersebut akan diberikan oleh Gubernur Sulsel 

Nurdin Abdullah di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani, Rabu 

(13/5/2020) siang. 

https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/foto-ketua-tgupp-sulsel-prof-yusran-yusuf-gubernur-sulsel-hm-nurdin-abdullah.jpg
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"Jam 1 siang proses pelantikannya dan penerimaan SK, Pak Gub 

yang lantik. Sebagai perpanjangtangan Kemendagri," kata Yusran. 

Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu 

jugab telah mempersiapkan diri untuk menjalani proses pelantikan 

sebagai kepala daerah. 

"Pakaian sudah ada. Tidak adaji persiapan khusus. Doakan saja ie," 

katanya. 

Seperti diketahui, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 

Nomor 131.73-779 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat 

Wali Kota Makassar Provinsi Sulsel. Surat ditetapkan di Jakarta 

pada 11 Mei 2020 tertanda Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

Petikan yang sah sesuai dengan aslinya diteken Sekretaris Ditjen 

Otoda Direktur Jenderal Otonomi Daerah Didi Sudiana dengan 

tandatangan dan stempel basah yang ditujukan ke Prof Yusran. 

Dikonfirmasi malam tadi Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan 

Basri Ambarala membenarkan terbitnya surat keputusan (SK) 

Pj Wali Kota Makassar. 

“Dan besok (hari ini) sudah ada pelantikan,” katanya. 

"Masa jabatan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb sudah berakhir 

pada jam 00.00 Wita malam ini," jelasnya 

 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Besok Siang Prof Yusran 

Dilantik sebagai Pj Wali Kota Makassar Gantikan Iqbal 

Suhaeb, https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/besok-siang-prof-yusran-

dilantik-sebagai-pj-wali-kota-makassar-gantikan-iqbal-suhaeb. 

Penulis: Muhammad Fadhly Ali 

Editor: Imam Wahyudi 
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Pj Wali Kota Makassar Sudah Bolehkan Gelar Resepsi, 

Nikah, Yuk! 

Senin, 25 Mei 2020 21:20 

 

tribunnews.com 

ILUSTRASI: Pesta resepsi pernikahan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dihentikan petugas 

lantaran khawatir dengan adanya kerumunan massa di tengah wabah corona, Sabtu (21/3/2020). 

(Istimewa)  

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - PJ Wali Kota Makassar 

Yusran Jusuf menerbitkan Perwali Kesehatan tentang 

https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/pernikahan-dibubarkan-karena-corona.jpg


 

 
 

penanggulangan virus Corona (Covid 19) di Makassar, Senin 

(25/5/2020). 

Perwali tersebut bernomor: 31 Tahun 2020, diterbitkan pasca 

berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

tengah Pandemi Covid 19. 

Dalam perwali tersebut, sejumlah tempat keramaian dianjurkan 

menyiapkan fasilitas kesehatan, seperti cairan disinfektan dan 

termometer (infrared), khususnya di mall. 

Lantas bagaimana dengan hajatan sunatan ataupun perkawinan? 

PJ Wali Kota Makassar Yusran Jusuf angkat bicara mengenai hal 

tersebut. 

Menurut Yusran, acara resepsi ini tidak dilarang, hanya saja pemilik 

hajatan wajib mengadakan dan melaksanakan protokol kesehatan. 

"Tidak membatasi silaturahmi, tapi jaga kesehatan. Intinya dimana 

pun berada, apapun aktivitasnya wajib melakukan protokol 

kesehatan," katanya. 

Khusus untuk hajatan, tentu pemilik hajatan juga harus melakukan 

pembatasan tamu undangan, dengan mengatur separuh dari 

kapasitas ruangan. 

"Tetap diatur jumlahnya, seperti sunatan, dan perkawinan. Jaga 

social distancing. Misal jumlah ruangan kapsitas 100 tamu 

undangan, ya undangan 50 orang," ujar Yusran. 
 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pj Wali Kota Makassar 

Sudah Bolehkan Gelar Resepsi, Nikah, 

Yuk!, https://makassar.tribunnews.com/2020/05/25/pj-wali-kota-makassar-sudah-

bolehkan-gelar-resepsi-nikah-yuk. 

Penulis: Saldy Irawan 

Editor: Imam Wahyudi 
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Pj Wali Kota Makassar Diganti 

Yusran Hanya 44 Hari Jabat Pj Wali Kota Makassar, Dr 

Hasrullah: Ini Sejarah, Dipermalukan Pimpinan 

Kamis, 25 Juni 2020 20:47 

 

Dok Pribadi 

Dosen tetap Fisip Unhas, Hasrullah  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Komunikasi Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Hasanuddin, Dr Hasrullah, menyampaikan rasa empatinya terkait 

pencopotan Prof Yusran Jusuf sebagai Pj Wali Kota Makassar. 

Sebagai sesama akademisi di Unhas, Dr Hasrullah menilai 

pencopotan jabatan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Gubernur 

Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah, adalah bentuk komunikasi 

leadership yang keliru. 

https://makassar.tribunnews.com/topic/pj-wali-kota-makassar-diganti
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Ini dikarenakan Prof Yusran baru menjabat sebagai Pj Wali kota 

selama 44 hari, setelah resmi menggantikan Iqbal M Suhaeb yang 

selesai masa tugasnya. 

"Kami juga ini kaget pak Yursan ini sebagai sahabat, kasian juga sih 

dan sering ketemu. Terlalu dini ini diselesaikan, saya menganggap 

ini adalah sejarah se-Indonesia, dan ini sama dengan dipermalukan 

sama pimpinannya," ucapnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2020). 

Dalam waktu sesingkat itu Prof Yusran menjalankan amanah 

Gubernur Sulsel dianggap terlalu dini untuk diberhentikan. 

Dr Hasrullah menerangkan bahwa langkah yang diambil Nurdin 

Abdullah sebagai Gubernur dengan mencopot Pj Wali Kota 

Makassar menunjukan cerminan kualitas komunikasi leadership 

yang kurang baik. 

"Intinya di komunikasi leadership, bagaimana harus menghargai 

bawahan. PJ Wali kota itu bukan seperti supir tembak yang tiba-tiba 

disuruh turun dan diganti," tegasnya. 

Apalagi dalam pemerintahan menurut Wakil Dekan III FISIP Unhas 

itu, perlu berbagai tahapan semisal evaluasi. 

"Setahu saya tidak ada itu evaluasi 42 hari apalagi dicopot langsung, 

yang ada itu evaluasi 100 hari coba lihat misal Gubernur sampai 

Presiden itukan ada hitungan 100 hari kerja baru dievaluasi bukan 

langsung diminta mundur apalagi diberhentikan," paparnya. 

Kesalahan Awal 

Dr Hasrullah membeberkan bahwa gaya kepemimpinan Nurdin 

Abdullah sebagai Gubernur menimbulkan sejumlah problem di kota 

Makassar. 

Ini tercermin dari pergantian Pj Wali kota yang saat itu masih dijabat 

oleh M Iqbal Suhaeb ke Yusran Jusuf. 

"Waktu iqbal suhaeb diganti itukan memang sudah waktunya apalagi 

karena kencang-kencangnya pelaksanaan PSBB, dan dia menelan 

pil pahit karena tidak patuh dengan Gubernur yang mau ada 

pelonggaran," ungkapnya. 

Sementara itu saat Yusran menjabat tak lama berselang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar dicabut. 

https://makassar.tribunnews.com/tag/yusran-jusuf


 

 
 

"Yusran datang dilonggarkan, PSBB dicabut, karena mungkin Pak 

Yusran menjalankan perintah atasannya. Saya kira ini merespon 

perintah Gubernur sehingga menunjukkan ada sinkronisasi Yusran 

dan Gubernur ini bisa dijalankan," sambungnya. 

Hanya saja lebih lanjut Dr Hasrullah melihat kemungkinan ada 

beberapa kebijakan Yusran Jusuf dalam penanganan Covid-19 tidak 

berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel. 

Semisal pernyataan-pernyataan kontroversinya terkait ingin 

mengijinkan pesta pernikahan mulai bisa digelar. 

Sementara itu belakangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito 

Karnavian, mulai bersikap tegas terhadap kepala daerah yang 

wilayahnya masih zona merah Covid-19. 

"Nah sekarang kita zona merah, jadi memang ada dua yang perlu 

disoroti yakni kinerja Yusran sebagai Pj Wali kota dan tentu 

Gubernur, tapi dalam situasi ini lebih baik ada evaluasi detail dulu 

bukan langsung mencopot," tutupnya. 

 

 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Yusran Hanya 44 Hari 

Jabat Pj Wali Kota Makassar, Dr Hasrullah: Ini Sejarah, Dipermalukan 

Pimpinan, https://makassar.tribunnews.com/2020/06/25/yusran-hanya-44-hari-

jabat-pj-wali-kota-makassar-dr-hasrullah-ini-sejarah-dipermalukan-

pimpinan?page=all. 

Penulis: Alfian 

Editor: Imam Wahyudi 

NA: Selesaikan Covid-19 di Makassar, Maka 70% Masalah 

di Sulsel Selesai 

Senin, 15 Juni 2020 16:12 
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Humas Pemprov Sulsel 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan 

(Sulsel) Nurdin Abdullah kembali menyoroti Makassar sebagai 

daerah di Sulsel dengan tingkat penambahan pasien Covid-19 

terbesar di Sulsel. 

"Selama kita tidak memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, 

saya kira kita agak sulit di Makassar," ujar NA dalam rilisnya, Senin 

(15/6/2020). 

"Kalau kita bisa selesaikan (Covid-9) di Makassar, maka 70 persen 

masalah Covid-19 di Sulsel ini selesai," jelas NA. 

Menurut Bupati Bantaeng 2 periode itu, memperketat protokol 

kesehatan sangat penting untuk menekan penularan, terutama di 

tempat tertentu. 

"Makanya protokol kesehatan menjadi penting. Bisa kita lihat di 

beberapa tempat belum menerapkan protokol kesehatan. Kedua, 

tracking dan testing memang harus dilakukan secara massif," 

ujarnya.  

 

Selain itu, lanjut dia, edukasi kepada masyarakat sangat penting, 

khususnya di Makassar. 
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"Seperti saya katakan tadi, 70 persen itu ada di Makassar. Jadi 

kalau Makassar ini tuntas, maka 70 persen persoalan covid selesai," 

katanya. 

Ia pum meminta kepada seluruh pihak terkait agar memperketat 

protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. (tribun-

timur.com) 

 

 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul NA: Selesaikan Covid-19 

di Makassar, Maka 70% Masalah di Sulsel 

Selesai, https://makassar.tribunnews.com/2020/06/15/na-selesaikan-covid-19-di-

makassar-maka-70-masalah-di-sulsel-selesai. 
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Covid-19 Tembus 606 dan Terus Naik, Makassar Setop 

PSBB dan Bolehkan Toko Buka 

Hasbi Zainuddin 

22 Mei 2020 12:07 WITA 
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Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf 

Terkini.id, Makassar – Kasus Covid-19 khusus di Kota Makassar mencapai angka 

606 pasien per Kamis 21 Mei 2020 kemarin dengan penambahan 18 pasien 

sepanjang hari kemarin. 

Angka itu berkontribusi terhadap peningkatan kasus covid Sulsel yang mencapai 

angka 1.135 per Kamis kemarin dengan penambahan kasus baru sebanyak 34 

pasien. 

Namun di tengah peningkatan angka kasus tersebut, Pemerintah Kota Makassar 

memilih untuk tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. 

Pemkot Makassat bahkan akan membolehkan toko toko untuk beroperasi kembali. 

Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf telah menegaskan tak akan 

memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk tahap ketiga. 

Yusran mengungkapkan akan mengganti Peraturan Wali Kota (Perwali) yang selama 

ini menjadi payung hukum selama penerapan PSBB dengan Perwali baru. 

“PSBB jelas tidak dilanjutkan, tetapi kita sudah membuat Perwali baru tentang 

penerapan protokol kesehatan,” terang Yusran, Kamis, 21 Mei 2020. 

Menurut Yusran, Perwali yang baru nantinya akan mengikuti peraturan yang telah 

dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). 

“Kurang lebih hampir sama. Kita mengadopsi protokol kesehatan yang dibuat oleh 

BNPB Pusat,” ucapnya. 

Yusran mengatakan semua toko setelah PSBB berakhir akan diperbolehkan untuk 

beroperasi selama menerapkan protokol kesehatan. 

“Kalau kemarin kan ada beberapa Toko ditutup, kalau sekarang semua boleh 

membuka, sepanjang dia menerapkan prosedur kesehatan,” katanya. 



 

 
 

“Aturannya sama, antara lain social distancing, jaga jarak, pake masker. Hanya 

memang lebih dibuka ruang,” terang mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinilai Gagal Kendalikan Corona, Pj Wali Kota Makassar 

Diganti 

 



 

 
 

Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran Yusuf. 

Terkini.id, Makassar – Baru 43 hari menjabat sejak dilantik pada 13 Mei 2020 lalu, namun 

Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf harus lengser dari jabatannya lantaran dinilai 

gagal mengendalikan penyebaran virus Corona atau Covid-19. 

“Insya Allah siang hari ini atau Jumat besok saya mengakhiri Jabatan Penjabat Wali kota,” 

kata Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, Kamis, 25 Juni 2020. 

Ia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf selama menjadi Penjabat Wali Kota 

Makassar. 

“Terima kasih atas kerjasama bapak atau ibu dan mohon maaf jika ada khilaf selama menjabat 

Penjabat,” singkatnya.  

Pergantian Jabatan Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf terkesan mendadak. Pasalnya, 

Yusran sendiri belum bisa memastikan soal pelengseran jabatanya. 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 


